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ABSTRAK 

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA ENDARAAN 

BERMOTOR RODA DUA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI RIAU 

 
Oleh: Nurazika 

Penulisan ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tanggal 

18 April s/d 17 Mei 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB) Roda Dua di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Penulis ini 

menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang 

diterima Negara yang digunakan sebagai penggerak kehidupan ekonomi 

masyarakat dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua atau perbuatan sepihak atau keadaan 

yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam 

badan usaha. Dasar pengenaan pajak BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan 

Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan 

Bermotor, Mekanisme Pemungutan wajib Pajak yang melakukan penetapan 

sendiri dilakukan dengan mengirimkan laporan tentang objek dan bukan pajak, 

jumlah pengeluaran, perhitungan pajak ditetapkan dengan mengisi dan 

mengirimkan pembayaran (SPT) di sertai dengan pembayaran pajak yang 

dibayarkan yang dihitung sendiri system yang digunakan adalah Self Assessment 

System. Untuk meningkatkan kualitas layanan pajak dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai di bidang perpajakan, 

meningkatkan infrastruktur, seperti system informasi dan teknolog. 

Kata Kunci : Prosedur Pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Roda Dua 
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ABSTRAK 

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR RODA DUA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH 

PROVINSI RIAU 

 
Oleh: Nurazika 

This writing was carried out at the Regional Revenue Agency of Riau Province on 

April 18 to May 17, 2022. The purpose of this study was to find out how the 

Procedure for Collection of Transfer Fees for Two-Wheel Motor Vehicles (BBN-

KB) at the Regional Revenue Agency of Riau Province. This author uses 

qualitative methods and data collection through observation, interviews and 

documentation. Tax is the largest source of income received by the State which is 

used as a driver of the economic life of the community and directs people's lives 

towards prosperity. Transfer of title for a motorized vehicle is a tax on the transfer 

of ownership of a motor vehicle as a two-sided agreement or a unilateral act or a 

situation in which a sale and purchase, exchange, grant, inheritance, or entry into a 

business entity occurs. The basis for the imposition of BBN-KB tax is the Selling 

Value of Motor Vehicles (NJKB), which is also used in the provisions of the 

Motor Vehicle Tax. The Mechanism of Collecting Taxpayers who make their own 

determination is carried out by sending a report on non-tax objects, the amount of 

expenditure, tax calculations are determined by filling in and send a payment 

(SPT) accompanied by the payment of taxes paid which is calculated by the 

system used is the Self Assessment System. To improve the quality of tax 

services, it can be done by improving the quality and technical capabilities of 

employees in the field of taxation, improving infrastructure, such as information 

systems and technology. 

Keywords: Tax Collection Procedures for Transfer of Names for Two Wheeled 

Motorized Vehicles. 
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BAB I 

BAPENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian masyarakat dan wajib pajak 

secara langsung dan sama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang 

diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung 

jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat 

itu sendiri. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

Salah satu sumber pajak Daerah Provinsi Riau adalah Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor BBN-KB, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor merupakan 

salah satu jenis pajak provinsi hasil dari penerimaannya akan diserahkan pada 

kabupaten/kota dengan sistem bagi hasil. Penerimaan BBN-KB didaerah dinilai 

cukup tinggi dikarenakan hampir semua masyarakat memiliki dan membutuhkan 

kendaraan. Jadi, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) haruslah dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan 

kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan 

dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman 

yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah 

dan kesejahteraan kepada masyarakat. 
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Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengamatkan, bahwa undang-

undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis struktur 

perpajakan Daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki system 

administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan Retribusi daerah, dan 

menyederhanakan tarif pajak dan Retribusi. Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 

Tentang pajak daerah, yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan mengenai 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendraan di atas air. Dari undang-

undang dan peraturan pemerintah tersebut dapat meningkatkan daya guna, 

peningkatan pelayanan kepada Masyarakat serta peningkatan pendapatan Asli 

daerah dapat diwujudkan. Menurut pasal 4 penguasaan kendaraan bermotor oleh 

orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya dalam jangka waktu lebih 12 

(dua belas) bulan dianggap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada 

saat lampaunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, 

kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing. 

Dalam menghadapi era globalisasi dan peningkatan usaha pembangunan, 

maka Pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan Negara. Selain dari sektor 

Migas dan Non Migas sebagai penerimaan negara yang utama juga meningkatkan 

penerimaan negara melalui sektor Pajak khususnya Pajak Daerah. Untuk 

membiayai rumah tangga daerah, Pemerintah sendiri   telah  menetapkan Undang-

Undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang 

berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, dimana diberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah 
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untuk pemungutan Pajak Daerahnya sendiri dan dapat meningkatkan akuntabilitas 

daerah. 

Pengenaan pajak terhadap BBNKB, merupakan fasilitas potensial bagi 

Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) untuk  menopang  pendapatan  anggaran  rumah 

tangga daerah sendiri, sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan dengan adanya 

kepastian hukum, pemerintah yang kuat dalam menentukan dan memungut 

pajak di lain pihak masyarakat lebih memahami akan pentingnya pajak bagi 

pembangunan Negara, Provinsi Riau merupakan Provinsi yang ada dipulau 

Sumatra. Dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah Provinsi Riau 

mendapatkan sumber pendapatan daerah terbesar melalui sektor pajak. Sumber 

pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tersebut diProvinsi Riau ini yaitu 

berasal dari pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

BBN-KB. 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan peraturan Gubenur Riau 

No. 19 Tahun 2018, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan pajak BBN-KB adalah Nilai 

Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri 

tentang Tabel Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

atas penyerahan pertama sebesar 10% dan penyerahan kedua atau seterusnya 

sebesar 1% dan karena warisan sebesar 0,1%. 
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Prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu 

depertemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaan Bea 

Balik Nama ada beberapa prosedur / tahapan yang dilakukan berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

setiap Pemilik Kendaraan Bermotor wajib membayar pajak Kendaraan Bermotor. 

Mekanisme Pemungutan wajib Pajak yang melakukan penetapan sendiri 

dilakukan dengan mengirimkan laporan tentang objek dan bukan pajak, jumlah 

pengeluaran, perhitungan pajak ditetapkan dengan mengisi dan mengirimkan 

pembayaran (SPT) di sertai dengan pembayaran pajak yang dibayarkan yang 

dihitung sendiri, dengan menerbitkan surat keterangan ketetapan pajak kurang 

bayar maka SPT yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak telah menjadi bukti 

bahwa wajib pajak telah menghitung, menentukan dan membayar sendiri jumlah 

pajak terutang. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau mengenai jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor salama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai 

berikut: 

Table 1. Jumlah Yang Membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor     

Roda Dua BBNKB Bekas Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 

 

Tahun Unit 

2019 185.656 

2020 135.954 

2021 190.499 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2021 
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Berdasarkan table 1 Daftar  Jumlah  Kendaraan Bermotor yang membayar 

BBN-KB dalam tiga tahun terakhir. Dimana dari tahun 2019 jumlah kendaraan 

bermotor yang membayar BBN-KB yaitu 185.656, pada Tahun 2020 jumlah 

135.954 kendaraan bermotor yang membayar BBN-KB dan pada Tahun 2021 

jumlah 190.499 kendaraan bermotor yang membayar BBN-KB, kurun waktu tiga 

tahun terdapat perubahan jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBN-KB, 

dari tahun 2019 samai dengan 2020 mengalami penurunan kendaraan bermotor 

yang membayar pajak BBN-KB dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 

mengalami kenaikan yang membayar kendaraan bermotor BBN-KB. 

Di Provinsi Riau, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Roda Dua sudah 

cukup stabil dikarenakan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak mencapai 

target dan pada tahun 2021 pajak bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 

target dan melebihi target yang telah ditetapkan. Brikut ini tabel Target dan 

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua dari tahun 2019 sampai 

2021. 

Table 2. Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda           

Dua Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 

sampai Tahun 2021 

 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2019 Rp 855.430.259.391.75 Rp 802.194.810.924.00 93,78% 

2020 Rp 744.281.828.040.60 Rp 558.925.504.891.00 75,10% 

2021 Rp 775.429.287.586.00 Rp 887.056.637.195.00 114,40% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2021 

Berdasarkan table diatas data rekapilitasi target dan realisasi Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB 2019, 2020 dan 2021 Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau, dapat  dilihat bahwa realisasi penerimaan dari sektor pajak 
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB mengalami penurunan dan 

peningkatan sebagaimana dalam table diatas dimana pada tahun 2019 realisasi 

sebesar Rp 802.194.810.924.00 dari target 855.430.259.391.75 atau 93,78% dan 

pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp 558.925.504.891.00 dari target Rp 

744.281.828.040.60 atau 75,10% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 

peningkatan Rp 887.056.637.195.00 dari target Rp 775.429.287.586.00 atau 

114,40%. 

Kendala dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

diantaranya masih banya masyarakat yang tidak mengetahui prosedur bea balik 

nama kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 

proses bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan yang dilakukan agar 

masyarakat tertark untuk membayar bea balik nama kendaraan bermotor dengan 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sanksi administrasi. 

Adapun syarat dalam bea balik nama kendaraan bermotor yaitu, identitas seperti 

KTP asli, STNK asli, SKPD asli, serta Tanda bukti pendaftaran BPKB dan Bukti 

Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor sumber dari Bapenda Provinsi 

Riau.  

Kota pekanbaru adalah merupakan potensial yang sangat tinggi, dimana 

jumlah kendaraan bermotor di kota pekanbaru ini lebih banyak menggunakan 

kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat, hal ini tentu 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pajak kendaraan bermotor. 

Berdasarkan   uraian   diatas   penulis   tertarik   untuk   membahas   masalah 

pajak kendaraan bermotor khususnya pajak bea balik nama kendaraan bermotor 
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karena dengan meningkatnya jumlah kepemilikan atas kendaraan bermotor, 

sebagai masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor banyak yang tidak 

mengerti prosedur pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan 

alasan tersebut penulis mengambil judul tugas akhir: “Prosedur Pemungutan 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. 

1.2 Rumusan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka  rumusan penulisan 

ini adalah: 

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor BBN-KB Roda Dua Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau? 

2. Bagaimnan upaya untuk meningkatkan pemungutan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor BBN-KB Roda Dua Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan penulisan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penulisan tugas akhir ini adalah untuk: 

1. Mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor BBN-KB Roda Dua Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau. 
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2. Mengetahui upaya meningkatkan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor BBN-KB Roda Dua Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat bagi penulis : 

Diharapkan agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

prosedur pemungutan yang ada didalam kantor tersebut dan sudah sesuai 

dengan kebijakan pemerintah. 

2. Manfaat bagi pembaca : 

Dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti sejenis dalam 

permasalahan yang sama. 

3. Manfaat bagi instansi : 

Diharapkan menjadi masukkan yang dapat memberikan manfaat dalam 

mengelolah prosedur sehingga target yang ingin tercapai bisa lebih baik lagi 

dan sesuai target yang ditetapkan bahkan bisa melebih target yang sudah 

ditetapkan tersebut. 

1.4 Metode penelitian 

1.4.1 Lokasi penelitian 

Lokasi Peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) Jln. Jend.Sudirman No. 6 Simpang Tiga, 

Sidomulio Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288. 

 

 



 

  

9 
 

1.4.2 Waktu Peneliti 

Penelitian dilakukan pada tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei Tahun 

2022. 

1.4.3 Jenis Data 

Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penulisan: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diambil penulis secara langsung dari objek 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang penulis ambil secara tidak langsung dari 

objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi dan 

dikumpulkan oleh pihak lain yang dijadikan dalam bentuk dokumen, arsip 

dan catatan lainnya yang diperlukan. 

1.4.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi: 

1. Observasi  

Observasi adalah perolehan aktif informasi dari sumber utama. 

Penulis turun langsung kelapangan untuk mengamati secara dekat 

permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai Prosedur Pemungutan 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan 

narasumber guna untuk mendapatkan informasi akurat yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Pengambilan data 

melalui wawancara dilakukuan baik secara lisan/langsung maupun lewat 

telepon. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara Mengambil data 

dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan penulis butuhkan. 

Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat 

penelitian. 

1.4.5 Analisis Data 

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan 

secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

dikumpulakan selama proses penelitian tanpa bermaksud untuk membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri 

dari bab di uraikan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan masalah tentang latar belakang masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, metode 

pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat dinas/kantor, visi 

dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, 

pengelompokan pajak, system pemungutan pajak, pajak daerah, 

jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, pengertian 

kendaraan bermotor roda dua, pengertian bea balik nama 

kendaraan bermotor, dasar hokum pengenaan bea balik nama 

kendaraan bermotor, subjek pajak, objek pajak, dasar pengunaan, 

tarif, sangsi dan prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan 

bemotor, mekanisme pemungutan bea balik nama kendaraan 

bermotor, syarat pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor, 

upaya untuk meningkatkan bea balik nama kendaraan bermotor, 

kendala yang dihadapi badan pendapatan daerah provinsi riau dan 

kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan badan pendapatan 

daerah provinsi riau. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang di kemukakan atas dasar 

penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di 

Bentuk Berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 Tanggal 13 

Januari 1974 Tentang Pembentukan Dinas Pajak Dan Pendapatan Provinsi Riau. 

Kemudian Sejalan Dengan Perkembangan Keadaan Dan Untuk Meningkatkan 

Penyelenggaraan Pungutan Daerah Serta Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 49 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Di Daerah, Maka Di Tetapkan Pembentukan Susunan Organisasi 

Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan Adanya Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 1979 Yang Di Sahkan Oleh Menteri Dalam Negeri 

Dengan Surat Keputusan I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam 

Surat  Keputusan Nomor: PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, Dengan 

Berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 

7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan 

Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat Gubernur Tingkat I Riau Nomor 

: KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 Nopember 1980. Dinas Pendapatan Provinsi 

Riau Adalah Dinas Yang Menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah 

Sebagaimana Yang Telah Di Tetapkan Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.  
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2.2 Lokasi Geografis Kantor Badan Pendapatan Dareah Provinsi Riau 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terletak di Jln. Jend. 

Sudirman No. 6 Simpang Tiga, Sidomulio Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota 

Pekanbaru, Riau 28288. 

2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  

1. Visi 

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama 

Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintah Provinsi Riau” 

2. Misi 

Mewujudkan dan Merealisasikan Visi yang telah disepakatin, Maka 

ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang terdiri dari tiga 

utama, antara lain: 

a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pendapatan Asli Daerah 

Secara Optimal. 

b. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan Publik Secara 

Profesional. 

c. Memperoleh Dana Perimbangan Secara Adil dan sesuai dengan Potensi 

yang dimiliki. 

 

 

 



 

  

14 
 

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi 

Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas,  

Mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas  

desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang 

Pendapatan Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

Gubernur. 

a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Pendapatan     

Daerah 

b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan       

kebijaksanaan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah. 

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan 

di  bidang pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. 

d. Menyusun konsep Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) di bidang Pendapatan Daerah. 

e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi 

pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya 

pencapaian target yang di tetapkan. 

g. Ekstensifikasi pendapatan daerah. 

h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap   

pengelolaan pendapatan daerah. 
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i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan 

daerah. 

j. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pendapatan 

daerah. 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 

2. Sekretaris, 

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 

keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, 

tatalaksana dan keamanan. 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. 

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan. 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan   

protokol. 

d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang 

-undangan. 

e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakan Dinas. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dan 

menkoordinasikannya dengan Biro Hukum, organisasi dan Tatalaksana. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
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3. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan pendapatan, 

mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 

sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan 

pendapatan data dan pengembangan pendapatan. 

Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan  mempunyai 

fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengolahan data dan pengembangan  

pendapatan. 

b. Menyiapkan bahan perumusan teknis dibidang pengembangan system 

informasi. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengolahan data dan pengembangan 

pendapatan. 

d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan. 

e. Melaksanakan evaluasi bidang pengolahan data dan pengembangan 

pendapatan. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Bidang Pajak Daerah, 

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pekerjaan / kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta 

pembinaan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan 

Pendapatan asli Daerah. 

Bidang pajak daerah mempunyai fungsi : 
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a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan dan  

pendataan Pajak Daerah. 

b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah. 

c. Penyusunan format administrasi pengelolaan pajak daerah. 

d. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah. 

e. Penggalian sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

f. Koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesamsatan. 

g. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah secara 

berkala. 

h. Menghimpun bahan-bahan untuk menyusun RAPBD. 

i. menghimpun bahan-bahan untuk laporan pertanggung jawaban Gubernur 

Riau di Bidang Pajak Daerah. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana 

Bagi Hasil,  

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan intensifikasi dan 

ekstensifikasi Retribusi Daerah, PADL dan Dana Bagi Hasil dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Daerah. 

Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PADL) dan Dana 

Bagi Hasil mempunyai fungsi : 
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a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan/penagihan 

penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah 

dan dana bagi Hasil. 

b. Pendataan dan inventarisasi subjek dan objek Retribusi Daerah dan 

pendapatan lainnya PAD  yang sah dan Dana Bagi Hasil. 

c. Mempersiapkan administrasi pengelolaan Dana Bagi Hasil 

d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen / Instansi 

terkait. 

e. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan 

Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil. 

f. Menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya 

PAD yang sah dan dana bagi hasil untuk penyusunan RAPBD. 

g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

6. Bidang Pembukuan dan Pengawasan, 

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

pembukuan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan 

Daerah dan menganalisa serta mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja 

Dinas, UPT dan UP. 

Bidang pembukuan dan pengawasan mempunyai fungsi 

a. Penyusunan petunjuk teknis pembukuan dan pengawasan Dinas. 

b. Pengkajian dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan   di bidang 

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban objek dan subjek 

Pendapatan Daerah. 
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c. Penyusunan pencatatan, pembukuan pengelolaan semua transaksi 

penerimaan Pendapatan daerah melalui Kas daerah dan bidang-bidang 

teknis intern. 

d. Menganalisa dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja unit kerja di 

lingkungan Dinas, UPT dan UP. 

e. Melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan Setda provinsi Riau. 

f. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan fungsional. 

g. Melakukan pemuktahiran data atas temuan pengawasan fungsional. 

h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Gambar I Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 
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2.5 Pendapatan Asli Daerah 

Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus menunjukkann 

kinerja Badan Asli Pendapatan Daerah (PAD) yang positif disisi penerimaan dari 

tahun ketahun yang semakin meningkat yang merupakan salah satu sumber utama 

keuangan daerah untuk membiayai administrasi umum dan biaya operasi 

pemeliharaan, disamping penerimaan lainnya berupa bagi hasil pajak bukan pajak, 

bantuan kajiaan daerah keuangan daerah merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam menganalisis potensi dan kebutuhan daerah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis temukan pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai Prosedur Pemungutan Pendapatan 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB Roda Dua, maka dapat 

diambil Kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses Bea Balik Nama kendaraan Bermotor BBN-KB yang ditetapkan oleh 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau secara keseluruhan sudah baik, 

hanya perlu dilakukan hubungan kerja sama dengan beberapa pihak terkait 

agar proses Bea Balik Nama kendaraan Bermotor BBN-KB bias dilakuakan 

ditempat-tempat resmi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan 

proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

2. Secara umum masih banyak masyarakat yang tidak mengetahi proses Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, sehingga perlu dilakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya proses 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, memberikan kemudahan 

dalam proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB. 
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4.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau memberikan informasi 

tentang prosedur Bea Balik ama Kendaraan Bermotor BBNKB kepada 

masyarakat. karena masih banyaknya  masyarakat yang tidak mengetahui 

Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB. 

2. Sebainya karyawan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terjun 

langsung ke lapangan untuk mememberi tahu masyarakat Tata Cara 

pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

3. Perlu dilakukan metode terbaru yang dapat memudahkan masyarakat wajib 

pajak untuk mengetahui serta melakukan pembayaran  Pajak Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor BBNKB miliknya. 
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1. Apa saja kendala dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor Roda Dua? 

2. Bagaimana upaya  meningkatkan pemungutan pajak Bea Balik Nama 

kendaraan Bermotor Roda Rua?  

3. Apa saja syarat dalam pembayaran BBN-KB di Badan Pendapatan 

Paerah Provinsi Riau? 

4. Bagaimana penetapan dan ketetapan BBN-KB di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau? 

5. Apakah target dan realisasi BBN-KB sudah tercapai? 

6. Bagaimana dasar hukum pemungutan BBN-KB di Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau? 
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